
PEMERINTAH PROVIN51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
=

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BEUTUNG

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BEUTUNG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 ayat (1)

Undang-,undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undanq-Undanq Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undanq-Undanq, Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang
dijabarkan kedalam kebijakan Umum APBD serta prioritas
dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh
delapan bulan Desember tahun dua ribu delapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah' tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomer· 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor
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139, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor
4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Neqara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

26. Peraturan Pemerintah Nomor38Tahun 2007tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2005 tertanq Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 17 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 35);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPUIAUAN BANGKA BELITUNG

dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURANDAERAH PROVINSI KEPULAUANBANGKA BELITUNG
TENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUN
ANGGARAN2009
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 812.036.492.162,00
2. Belanja Daerah Rp. 1.001.913.697.918,00

Surplus/(Defisit) Rp.(189.877.205.756, 00)
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 191.877.205.756,00
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 189.877.205.756,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. 0.00

Pasal2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 255.263.242.162,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 556.773.250.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.

sejumlah
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sejumlah Rp. 11.780.000.000,00
Dana Perimbangan Daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 105.907.410.000,00
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 407.994.840.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 42.871.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sejurnlah
b. Dana darurat sejumlah
c. Dana Bagi hasil pajak sejumlah
d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah daerah lainnya sejumlah

Rp. 240.699.818.662,00
Rp. 2.215.007.500,00

Rp. 568.416.000,00

(3)

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
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Pasal3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 470.312.672.411.00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 531.601.025.507,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 146.870.752.646,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp.
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 750.000.000,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 141.383.613.883,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 29.691.200.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 123.510.189.882,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 24.149.143.000,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.957.773.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
c. Belanja Modal sejumlah

Rp. 42.995.121.647,20
Rp. 141.305.976.068,80
Rp. 347.299.927.791,00

Pasal4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerirnaan sejumlah Rp. 191.877.205.756,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. SiLPAtahun anggaron sebelumnya sejumlah Rp. 191.877.205.756,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. Nihil,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumlah
d. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

sejumlah Rp. Nihil,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Nihil,-

(3) Pengeluaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis .
pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah sejumlah
c. Pembayaran pokok utang sejumlah
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

Rp.
Rp.

Nihil,-
Nihil,-

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

2.000.000.000,00
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Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Ringkasan APBD;
Ringkasar. APBD menurut Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam
kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap
daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset
lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

- ini;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

PasalS

Pasal6
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
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Ditetapkan di Pa.ogkalpinang
pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BEUTUNG,

dto

EKO MAULANA ALl
Diundangkan di Pangkalpinang
pad a tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BEUTUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2008 NOMOR 4 SERI A
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